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INSTRUKSI BUPATI KEPALA DAERAH

TINGKAT II BANTUL


NOMOR : 07 / B/Isnt/Bt/1997

TENTANG

PEMBUATAN PERTANGGUNGJAWABAN KEPALA DESA

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II BANTUL

Menimbang 
: 
a.
bahwa berdasarkan pasal 2 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 1984; tentang Tata Cara Pemberian Pertanggungjawaban dan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Desa antara lain menyatakan bahwa Kepala Desa dalam menjalankan hak dan kewajiban sebagai Pimpinan Pemerintahan Desa, wajib menyampaikan Pertanggung jawaban pelaksanaannya kepada Bupati Kepala Daerah;



b.
bahwa berdasarkan pasal 3 Peraturan Menteri Dalam negeri Nomor 5 Tahun 1984 menyatakan keterangan pertanggungjawaban Kepala Desa tersebut wajib disampaikan kepada Lembaga Musyawarah Desa. 



c.
bahwa untuk melaksanakan sebagaimana dimaksud huruf a dan b tersebut di atas Instruksi Bupati Kepala Daerah Tingkat II Bantul Nomor 11/B/Instr/Bt/1989 sudah tidak sesuai, maka perlu dikeluarkan Instruksi Bupati Kepala Daerah Tingkat II Bantul tentang Pembuatan Pertanggungjawaban Kepala Desa;

Mengingat 
:
1.
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974, tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah; 



2.
Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950, tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta Jo. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan mulai berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15;



3.
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang Pemerintahan Desa.



4.
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 1984, tentang Tata Cara pemberian pertanggung jawaban dan keterangan pemberian pertanggung jawaban Kepala Desa.



5.
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1981, tentang Pembentukan Lembaga Musyawarah Desa.



6.
Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 9 Tahun 1984, tentang Pembentukan Lembaga Musyawarah Desa.



7.
Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 5 Tahun 1984, tentang Sumber-sumber Pendapatan dan Kekayaan Desa, Pengurus dan Pengawasannya.



8.
Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 6 Tahun 1984, tentang Pungutan Desa.



9.
Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 7 Tahun 1984, tentang Penyusunan Anggaran Penerimaan dan Pengeluaran Keuangan Desa.



10.
Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bantul Nomor 5 Tahun 1984, tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa dan Perangkat Desa.



11.
Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Bantul Nomor 64/B/Kep/Bt/1988, tentang Petunjuk Penyusunan Anggaran Penerimaan dan Pengeluaran Keuangan Desa. 

MENGINSTRUKSIKAN

I.
  Kepada 
:
1.
Kepala Desa di Kabupaten Daerah Tingkat II Bantul.

Untuk 
:
Membuat Pertanggung jawaban Kepala Desa kepada Bupati Kepala Daerah Tingkat II Bantul dan Keterangan Pertangung jawaban Kepala Desa kepada Lembaga Musyawarah Desa.

II.
Pembuatan Pertanggung jawaban Kepala Desa tersebut di atas agar berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 1984 dan ketentuan-ketentuan sebagaimana tersebut dalam lampiran instruksi ini. 

III.
Pemberian Pertanggungjawaban disampaikan setiap setahun sekali pada akhir Tahun Anggaran, selambat-lambatnya tiga bulan setelah Tahun Anggaran yang bersangkutan berakhir.

IV.
Dengan dikeluarkannya Instruksi ini maka Instruksi Bupati Kepala Daerah Tingkat II Bantul Nomor 11/B/Instr/Bt/1989 dinyatakan tidak berlaku lagi.

V.
Instruksi ini mulai berlaku sejak tanggal dikeluarkan. 

Dikeluarkan di  
: 
Bantul

Pada tanggal 
: 
24 Juli 1997

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II BANTUL

H. SRI ROSO SUDARMO

Salinan Instruksi ini dikirim kepada Yth : 

1.  Gubernur Kepala Daerah Istimewa Yogyakarta;

2.  Inspektorat Wilayah Propinsi DIY.

3.  Kepala Biro Pemerintahan Desa Setwilda Prop. DIY. 

4.  Ka. Biro Hukum Setwilda Prop. DIY

5.  Ketua DPRD Kabupaten Daerah Tingkat II Bantul. 

6.  Ka. Itwilkab Daerah Tingkat II Bantul.

7.  Pembantu Bupati se-Kab. Dati II Bantul.

8.  Ka Kansospol Kab. Dati II Bantul.

9.  Kepala Bagian Pemerintahan Desa Setwilda

10.Camat se-Kab. Dati II Bantul

LAMPIRAN 

INSTRUKSI BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II BANTUL

Nomor : 07/B/Instr/Bt/1997

TENTANG

PEMBUATAN PERTANGGUNGJAWABAN KEPALA DESA

Pedoman Pembuatan Pertanggungjawaban Kepala Desa Kepada Bupati Kepala Daerah Tingkat II Bantul dan penyampaian Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Desa kepada Lembaga Musyawarah Desa :

1. Pertanggung jawaban dan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Desa adalah :

a. Merupakan bahan bagi pejabat yang berwenang mengangkat Kepala Desa untuk melaksanakan bimbingan dan pembinaan. 

b. Sebagai pegangan dalam mengambil tindakan/kebijaksanaan dalam rangka memberi penghargaan dan tanda kesetiaan ataupun dalam melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1979.

2. Pertanggungjawaban Kepala Desa disampaikan kepada Bupati Kepala Daerah Tingkat II Bantul melalui Camat. 

Dalam penyampaian Pertanggungjawaban Kepala Desa kepada Bupati tersebut disertai tanggapan dan pendapat Camat. 

3. Keterangan pertanggungjawaban Kepala Desa disampaikan dan dibacakan oleh Kepala Desa dalam Rapat Lembaga Musyawarah Desa. 

4. Keterangan pertanggungjawaban Kepala Desa meliputi bidang tugas Kepala Desa yang berhubungan dengan penyelenggaraan urusan rumah tangga sendiri di bidang Pemerintahan, Pembangunan dan Pembinaan Masyarakat serta penyelenggaraan urusan Pemerintah Umum. 

5. Susunan Pertanggungjawaban Kepala Desa Kepada Bupati Kepala Daerah adalah sebagai berikut :

a. Pendahuluan 

b. Program Kerja dibidang penyelenggaraan urusan Pemerintah Desa. 

c. Program kerja dibidang penyelenggaraan urusan Pemerintah Umum. 

d. Pelaksanaan APPKD yang meliputi Anggaran Rutin dan Anggaran Pembangunan. 

e. Permasalahan yang dihadapi dan usaha yang telah dilakukan untuk mengatasi permasalahan dimaksud. 

f. Lain-lain

g. Penutup.

6. Keterangan pertanggung jawaban Kepala Desa kepada lembaga Desa meliputi bidang tugas Kepala Desa yang berhubungan dengan penyelenggaraan urusan rumah tangganya sendiri dibidang Pemerintahan, Pembangunan dan Pembinaan Masyarakat dalam rangka urusan Pemerintahan Desa.

7. Susunan keterangan pertanggungjawaban Kepala Desa kepada Lembaga Musyawarah Desa adalah sebagai berikut :

a. Pendahuluan

b. Program kerja dibidang penyelenggaraan urusan Pemerintahan Desa. 

c. Pelaksanaan APPKD yang meliputi Anggaran Rutin dan Anggaran Pembangunan. 

d. Permasalahan yang dihadapi dan usaha yang telah dilakukan untuk mengatasi permasalahan dimaksud.

e. Lain-lain 

f. Penutup 

Bantul, 24 Juli 1997

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II

BANTUL

SRI ROSO SUDARMO

